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Abstrak: Kesadaran hukum dan literasi pendidikan merupakan fondasi penting
dalam membangun generasi muda yang sadar hak dan kewajibannya sebagai warga
negara. Dusun Kereak Desa Pandan Indah merupakan salah satu wilayah yang
menghadapi tantangan rendahnya pemahaman hukum dan kurangnya akses
terhadap sumber literasi pendidikan. Program pengabdian ini bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran hukum dan literasi pendidikan generasi muda melalui
penyuluhan hukum berbasis praktik, diskusi interaktif, dan pemberdayaan literasi
komunitas. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta
tentang hak dan kewajiban, prosedur hukum sederhana, serta minat membaca yang
lebih baik. Rekomendasi dari program ini melibatkan pembentukan pusat literasi
desa, pengadaan buku hukum praktis, serta kerja sama antara sekolah, pemerintah
desa, dan organisasi masyarakat.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Literasi dan Generasi Muda.

Abstract: Legal awareness and educational literacy are fundamental in shaping a
young generation that understands their rights and responsibilities as citizens.
Kereak Hamlet in Pandan Indah Village faces challenges such as low legal
awareness and limited access to educational literacy resources. This community
service program aims to enhance legal awareness and educational literacy among
young people through practical legal counseling, interactive discussions, and
community literacy empowerment. The program results indicate an improvement in
participants' understanding of rights and obligations, basic legal procedures, and
increased interest in reading. Recommendations from this program include
establishing a village literacy center, providing practical legal books, and fostering
collaboration between schools, the village government, and community
organizations.
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Pendahuluan.

Kesadaran hukum di kalangan generasi muda menjadi isu penting dalam
membangun masyarakat yang tertib dan taat aturan. Pendidikan hukum di sekolah
menengah berperan untuk membantu siswa memahami hak dan kewajiban mereka
sebagai warga negara, sekaligus meningkatkan kemampuan mereka untuk terlibat
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secara positif dalam kehidupan bermasyarakat (Nasution, 2018). Sayangnya, kondisi
di Dusun Kereak Desa Pandan Indah menunjukkan bahwa pemahaman hukum dan
literasi pendidikan generasi muda masih rendah, yang dapat menyebabkan
kurangnya kesadaran terhadap pentingnya peran hukum dalam kehidupan sehari-
hari.

Minimnya kesadaran hukum sering kali disebabkan oleh kurangnya
pendidikan formal yang memasukkan materi hukum secara praktis. Selain itu, akses
literasi pendidikan juga terbatas, dengan tidak adanya perpustakaan desa atau
fasilitas belajar lainnya. Sebagian besar penduduk Dusun Kereak, yang mayoritas
berprofesi sebagai petani, memiliki prioritas pada pekerjaan dibandingkan
pendidikan anak-anak mereka (Soerjono Soekanto, 2007). Hal ini menyebabkan
generasi muda kurang mendapatkan wawasan hukum yang relevan dengan
kehidupan mereka.

Kesadaran hukum dan literasi pendidikan merupakan aspek fundamental
dalam pembentukan Kkarakter generasi muda yang sadar akan hak dan
kewajibannya sebagai warga negara. Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini,
pemahaman terhadap hukum dan akses terhadap sumber literasi menjadi semakin
penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadaban. Generasi
muda, sebagai penerus bangsa, perlu dibekali dengan pemahaman yang kuat
mengenai hukum dan pendidikan agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam
kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.

Dusun Kereak, yang terletak di Desa Pandan Indah, menghadapi tantangan
yang signifikan dalam hal rendahnya kesadaran hukum dan keterbatasan akses
terhadap sumber literasi pendidikan. Minimnya pemahaman terhadap peraturan
hukum yang berlaku di masyarakat sering kali mengakibatkan pelanggaran hukum
yang tidak disadari oleh warga, terutama di kalangan generasi muda. Selain itu,
rendahnya minat baca dan kurangnya fasilitas pendidikan juga menjadi kendala
utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.

Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum
dan literasi pendidikan dapat memberikan dampak positif dalam membentuk
masyarakat yang lebih sadar hukum dan berpendidikan. Menurut penelitian yang
dilakukan oleh (Setiawan et al. 2020), edukasi hukum berbasis komunitas mampu
meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku.
Selain itu, hasil penelitian dari (Rahmawati,2021) menegaskan bahwa literasi
pendidikan yang baik dapat meningkatkan daya kritis dan kemampuan analitis
generasi muda dalam menghadapi tantangan kehidupan modern.

Dalam upaya mengatasi tantangan ini, program pengabdian kepada
masyarakat yang berbasis penyuluhan hukum dan pemberdayaan literasi
pendidikan menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan. Kegiatan ini dirancang
untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban hukum,
prosedur hukum dasar, serta meningkatkan akses terhadap bahan bacaan yang
relevan bagi generasi muda. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk
mengkaji efektivitas program peningkatan kesadaran hukum dan literasi
pendidikan dalam membentuk generasi muda yang lebih sadar hukum dan
berpendidikan.
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Kesadaran hukum merupakan aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat,
di mana setiap individu harus memahami hak dan kewajibannya sebagai bagian
dari suatu sistem hukum yang berlaku. Di banyak daerah pedesaan, kesadaran
hukum masih tergolong rendah, terutama di kalangan generasi muda. Salah satu
faktor utama yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum adalah minimnya
sosialisasi dan pendidikan hukum yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan
formal maupun non-formal.

Selain itu, literasi pendidikan yang rendah juga menjadi faktor penghambat
utama dalam membentuk masyarakat yang berwawasan luas dan kritis. Menurut
data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2022), tingkat literasi di
beberapa daerah terpencil di Indonesia masih jauh di bawah rata-rata nasional. Hal
ini mengindikasikan perlunya intervensi yang lebih konkret dalam meningkatkan
akses terhadap pendidikan dan bahan bacaan yang berkualitas.

Dusun Kereak di Desa Pandan Indah merupakan salah satu contoh daerah
yang mengalami permasalahan serupa. Rendahnya kesadaran hukum di kalangan
generasi muda sering kali berujung pada perilaku yang bertentangan dengan norma
hukum yang berlaku. Di sisi lain, kurangnya fasilitas pendidikan dan akses terhadap
buku serta bahan bacaan berkualitas menyebabkan rendahnya tingkat literasi di
kalangan penduduk setempat.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa intervensi berbasis
komunitas dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan
literasi pendidikan. Misalnya, penelitian oleh (Nugroho & Fitriani, 2019)
menunjukkan bahwa pelaksanaan program penyuluhan hukum berbasis komunitas
mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum yang
relevan dengan kehidupan sehari-hari. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh
(Sari et al. 2020) menyatakan bahwa keberadaan pusat literasi di desa dapat
memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan minat baca dan literasi
masyarakat secara umum.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi
efektivitas program peningkatan kesadaran hukum dan literasi pendidikan dalam
membentuk karakter generasi muda yang lebih sadar hukum dan berpendidikan.
Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana intervensi
berbasis komunitas dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan
intelektual dan moral generasi muda di Dusun Kereak, Desa Pandan Indah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif
untuk menganalisis efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan
hukum dan program pendidikan berbasis komunitas di Dusun Kereak, Desa Pandan
Indah. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami pengalaman, persepsi, serta
perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat setelah pelaksanaan program
pemberdayaan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, di mana data yang
diperoleh dianalisis (Agustin dkk., 2022) untuk menggambarkan fenomena sosial,
khususnya dalam aspek pemahaman hukum dan peningkatan kapasitas ekonomi
warga melalui pendidikan berbasis komunitas.

Penelitian dilakukan di Dusun Kereak, Desa Pandan Indah, dengan subjek
penelitian yang terdiri dari warga dusun yang menjadi peserta program penyuluhan
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hukum dan pendidikan berbasis komunitas, tokoh masyarakat, aparat desa, serta
fasilitator program. Untuk memperoleh data yang komprehensif, penelitian ini
menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara
mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara
langsung pelaksanaan penyuluhan hukum dan kegiatan pendidikan berbasis
komunitas guna melihat dinamika interaksi sosial serta penerapan hasil program di
lapangan. Wawancara mendalam dilakukan terhadap warga, penyelenggara
program, dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam
mengenai manfaat serta tantangan dari program pemberdayaan ini. Selain itu,
dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai laporan kegiatan, foto,
serta dokumen terkait yang mendukung analisis penelitian.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik yang
terdiri dari tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan (Agustin dkk., 2022). Pada tahap reduksi data, informasi yang telah
dikumpulkan diseleksi, disederhanakan, dan diorganisasi berdasarkan relevansi
dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk deskripsi naratif
dan tabel untuk memudahkan interpretasi. Akhirnya, penarikan kesimpulan
dilakukan dengan merangkum temuan utama guna memahami dampak
penyuluhan hukum dan program pendidikan berbasis komunitas terhadap
pemberdayaan masyarakat di Dusun Kereak.

Pembahasan
Konsep Kesadaran Hukum dan Literasi Pendidikan

Kesadaran hukum adalah pemahaman dan kepatuhan individu terhadap
hukum yang berlaku di suatu wilayah. Menurut (Soerjono Soekanto 2019),
kesadaran hukum mencerminkan sejauh mana suatu masyarakat mengenali,
memahami, serta melaksanakan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari.
Kesadaran hukum erat kaitannya dengan literasi hukum, yang mencakup
pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara serta mekanisme hukum
yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah.

Di sisi lain, literasi pendidikan mencerminkan tingkat kemampuan individu
dalam memahami dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh melalui sistem
pendidikan formal maupun informal. (UNESCO, 2020) menegaskan bahwa literasi
pendidikan bukan hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga
mencakup keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta partisipasi aktif
dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Dalam konteks Dusun Kereak, Desa Pandan Indah, kesadaran hukum dan
literasi pendidikan menjadi aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat. Berdasarkan penelitian oleh (Santoso dan Rahman ,2021), masyarakat
pedesaan cenderung memiliki tingkat literasi hukum dan pendidikan yang lebih
rendah dibandingkan masyarakat perkotaan, sehingga diperlukan strategi khusus
untuk meningkatkannya.

Kesadaran hukum dan literasi pendidikan di Dusun Kereak, Desa Pandan
Indah, menjadi faktor krusial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Berdasarkan penelitian oleh Santoso dan Rahman (2021), masyarakat pedesaan
umumnya memiliki tingkat literasi hukum dan pendidikan yang lebih rendah
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dibandingkan masyarakat perkotaan. Kondisi ini dapat mempengaruhi akses
mereka terhadap keadilan, hak-hak dasar, serta peluang ekonomi dan sosial. Oleh
karena itu, diperlukan strategi khusus untuk meningkatkan kesadaran hukum dan
literasi pendidikan, seperti penyuluhan hukum, program pendidikan berbasis
komunitas, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan tokoh
masyarakat. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan, diharapkan
masyarakat Dusun Kereak dapat lebih memahami hak dan kewajibannya serta
memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara mandiri.

Tantangan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Literasi Pendidikan di
Dusun Kereak

Berbagai tantangan dihadapi dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum
dan literasi pendidikan di Dusun Kereak. Salah satu kendala utama adalah
rendahnya tingkat pendidikan formal masyarakat. Menurut data BPS (2022), angka
partisipasi sekolah di daerah pedesaan masih tertinggal dibandingkan wilayah
perkotaan, yang berkontribusi pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap
hukum dan hak-hak mereka.

Selain itu, faktor budaya juga berpengaruh dalam membentuk kesadaran
hukum. Menurut penelitian oleh Hamid dan Lestari (2023), masyarakat pedesaan
cenderung lebih mengutamakan hukum adat daripada hukum negara, yang
kadang-kadang menyebabkan konflik dalam penerapan hukum positif.

Faktor ekonomi juga menjadi kendala. Masyarakat yang mengalami kesulitan
ekonomi lebih cenderung mengabaikan pendidikan dan lebih fokus pada
pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana dikemukakan oleh Mulyadi (2020),
keterbatasan ekonomi sering kali menyebabkan anak-anak putus sekolah, yang
berdampak pada rendahnya tingkat literasi pendidikan dan hukum.

Kurangnya akses terhadap informasi hukum dan pendidikan juga menjadi
tantangan besar. Dusun Kereak yang berada di wilayah pedesaan memiliki
keterbatasan dalam hal fasilitas pendidikan, perpustakaan, serta akses internet yang
memadai. Hal ini diperkuat oleh temuan dari Sari dan Nugroho (2021) yang
menyatakan bahwa infrastruktur pendidikan dan teknologi di daerah pedesaan
sering kali menjadi penghambat dalam upaya peningkatan literasi masyarakat.

Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum dan Literasi Pendidikan
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan berbagai strategi
yang komprehensif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan literasi pendidikan
di Dusun Kereak. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain:
1. Penyuluhan Hukum Berbasis Masyarakat
Upaya penyuluhan hukum secara rutin dapat membantu masyarakat
memahami hak dan kewajibannya. Menurut penelitian oleh Fadli (2023),
penyuluhan hukum yang dilakukan oleh akademisi, pemerintah, dan LSM dapat
meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Program
ini dapat dilakukan melalui forum diskusi, ceramah, serta simulasi kasus hukum.
Penyuluhan hukum berbasis masyarakat merupakan salah satu strategi
efektif dalam meningkatkan pemahaman warga terhadap hak dan kewajiban
mereka sebagai individu dalam lingkungan sosial. Kegiatan ini dapat dilakukan
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secara rutin oleh akademisi, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat
(LSM) melalui berbagai metode, seperti forum diskusi, ceramah, dan simulasi
kasus hukum. Dengan pendekatan yang interaktif dan berbasis pada kasus
nyata, masyarakat dapat lebih mudah memahami prinsip-prinsip hukum yang
berlaku serta bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut penelitian Fadli (2023), penyuluhan hukum yang dilakukan secara
berkelanjutan mampu meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat,
terutama di daerah pedesaan yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap
informasi hukum. Hal ini juga berperan dalam mencegah potensi pelanggaran
hukum akibat ketidaktahuan atau kesalahpahaman terhadap regulasi yang
berlaku. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara berbagai pihak untuk
memastikan keberlangsungan program ini dengan materi yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.

Penyuluhan hukum tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman
normatif tentang hukum, tetapi juga untuk membangun kesadaran kritis
masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum yang mereka
alami. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat lebih aktif dalam
memperjuangkan hak-haknya, baik dalam ranah hukum perdata, pidana,
maupun administrasi negara. Selain itu, penyuluhan hukum juga dapat menjadi
sarana bagi pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait
kebijakan hukum yang sedang diterapkan.

. Peningkatan Akses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan

Peningkatan literasi pendidikan dapat dilakukan melalui pembangunan
sarana pendidikan yang lebih baik serta program beasiswa bagi anak-anak dari
keluarga kurang mampu. Menurut data dari Kemendikbud (2023), program
beasiswa dan pelatihan keterampilan telah terbukti meningkatkan angka
partisipasi sekolah di berbagai daerah pedesaan.

Peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan
merupakan langkah penting dalam memberdayakan masyarakat, khususnya di
daerah yang memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan. Upaya ini dapat
diwujudkan melalui pembangunan sarana pendidikan yang lebih baik,
penyediaan tenaga pengajar yang berkualitas, serta pemberian beasiswa kepada
anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan adanya akses yang lebih luas,
setiap individu memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan taraf
hidup mereka melalui pendidikan yang layak.

Menurut data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Kemendikbud, 2023), program beasiswa dan pelatihan keterampilan
terbukti meningkatkan angka partisipasi sekolah, terutama di daerah pedesaan.
Selain itu, pelatihan keterampilan yang berbasis pada kebutuhan pasar kerja juga
dapat membantu generasi muda dalam memperoleh pekerjaan yang lebih baik
setelah menyelesaikan pendidikan mereka. Hal ini penting dalam mengurangi
angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Di samping pendidikan formal, pelatihan keterampilan juga dapat diberikan
melalui program vokasi dan pelatihan kerja berbasis komunitas. Program-
program ini tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga
membangun mentalitas kerja yang kompetitif dan inovatif. Dengan adanya
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pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, masyarakat dapat lebih siap
menghadapi tantangan di dunia kerja dan berkontribusi dalam pembangunan
ekonomi lokal maupun nasional.

. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Literasi Hukum dan Pendidikan

Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi pembelajaran daring dan media sosial
dapat membantu meningkatkan literasi hukum dan pendidikan di masyarakat
pedesaan. Menurut penelitian oleh Priyanto (2022), penggunaan aplikasi edukatif
berbasis teknologi telah meningkatkan pemahaman siswa terhadap berbagai
mata pelajaran, termasuk hukum dasar dan kewarganegaraan.

Perkembangan teknologi digital telah membuka peluang besar dalam
peningkatan literasi hukum dan pendidikan, terutama bagi masyarakat di daerah
pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber belajar
konvensional. Pemanfaatan teknologi ini dapat dilakukan melalui aplikasi
pembelajaran daring, media sosial, serta platform digital lainnya yang
memungkinkan masyarakat memperoleh informasi hukum dan pendidikan
dengan lebih mudah dan cepat.

Penelitian oleh Priyanto (2022) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi
edukatif berbasis teknologi telah meningkatkan pemahaman siswa terhadap
berbagai mata pelajaran, termasuk hukum dasar dan kewarganegaraan. Aplikasi
ini memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif, fleksibel, dan dapat
disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, keberadaan media sosial
juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi hukum dan
pendidikan melalui konten yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat
umum.

Namun, pemanfaatan teknologi dalam literasi hukum dan pendidikan juga
menghadapi tantangan, terutama dalam hal aksesibilitas dan literasi digital. Oleh
karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan keterampilan digital
masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan teknologi secara optimal.
Pemerintah dan sektor swasta dapat berkolaborasi dalam menyediakan
infrastruktur teknologi serta program pelatihan yang mendukung penggunaan
teknologi dalam proses pembelajaran dan penyuluhan hukum.

. Kolaborasi antara Pemerintah, Sekolah, dan Masyarakat

Sinergi antara berbagai pemangku kepentingan sangat penting dalam upaya
peningkatan kesadaran hukum dan literasi pendidikan. Pemerintah desa dapat
bekerja sama dengan sekolah dan tokoh masyarakat untuk menyelenggarakan
program edukasi hukum dan peningkatan kapasitas masyarakat. Studi oleh
Nugraha (2021) menunjukkan bahwa keberhasilan program literasi hukum di
daerah pedesaan sangat bergantung pada dukungan dari berbagai pihak.

Sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat merupakan faktor kunci
dalam meningkatkan kesadaran hukum dan literasi pendidikan. Dengan adanya
kerja sama yang erat di antara berbagai pihak, program edukasi hukum dan
peningkatan kapasitas masyarakat dapat berjalan secara lebih efektif dan
berkelanjutan. Pemerintah desa, misalnya, dapat berperan sebagai fasilitator
dalam menyelenggarakan kegiatan edukasi, sementara sekolah dan tokoh
masyarakat dapat berkontribusi dalam aspek penyampaian materi serta
pembinaan masyarakat.
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Studi oleh Nugraha (2021) mengungkapkan bahwa keberhasilan program
literasi hukum di daerah pedesaan sangat bergantung pada dukungan dari
berbagai pihak. Tanpa adanya kerja sama yang baik, program-program yang
telah dirancang berisiko tidak berjalan dengan optimal atau bahkan tidak
berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk membangun mekanisme
koordinasi yang efektif antara pemangku kepentingan agar setiap program yang
dilaksanakan dapat mencapai hasil yang maksimal.

Selain itu, kolaborasi ini juga dapat mendorong keterlibatan aktif masyarakat
dalam proses pembelajaran dan peningkatan kesadaran hukum. Dengan
menjadikan masyarakat sebagai bagian dari solusi, mereka tidak hanya menjadi
penerima manfaat, tetapi juga dapat berperan sebagai agen perubahan dalam
lingkungan mereka. Melalui pendekatan ini, upaya peningkatan literasi hukum
dan pendidikan dapat lebih efektif dalam menciptakan masyarakat yang lebih
sadar hukum dan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menghadapi
tantangan di masa depan.

Dampak Peningkatan Kesadaran Hukum dan Literasi Pendidikan terhadap
Masyarakat

Peningkatan kesadaran hukum dan literasi pendidikan memiliki dampak yang
signifikan terhadap masyarakat Dusun Kereak. Dampak tersebut mencakup
berbagai aspek, antara lain:

Meningkatkan partisipasi dalam proses hukum dan demokrasi sangat penting
untuk menciptakan masyarakat yang aktif dan berdaya. Dengan meningkatnya
kesadaran hukum, masyarakat akan lebih sadar akan hak-hak hukum mereka,
termasuk hak dalam pemilu, pengaduan hukum, serta partisipasi dalam
musyawarah desa. Studi dari Wibisono (2022) menunjukkan bahwa masyarakat
yang memiliki pemahaman hukum yang baik lebih cenderung terlibat dalam proses
demokrasi dan pemerintahan lokal. Hal ini akan memperkuat partisipasi
masyarakat dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan di tingkat desa.

Selain itu, pemahaman hukum yang lebih baik juga dapat mengurangi
pelanggaran hukum dan konflik sosial di tingkat masyarakat. Studi yang dilakukan
oleh Yulianto (2023) membuktikan bahwa program penyuluhan hukum di pedesaan
mampu menurunkan angka konflik antarwarga, seperti sengketa tanah dan
pelanggaran hukum adat. Dengan adanya pengetahuan yang lebih luas tentang hak-
hak dan kewajiban hukum, masyarakat dapat menghindari tindakan yang dapat
merugikan mereka atau tetangga mereka.

Pendidikan yang baik tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum, tetapi
juga memberikan peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Laporan World
Bank (2023) menyebutkan bahwa peningkatan tingkat pendidikan di daerah
pedesaan Dberkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat serta
pengurangan angka kemiskinan. Masyarakat yang lebih terdidik memiliki lebih
banyak kesempatan untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik, sehingga kualitas
hidup mereka meningkat.

Selain itu, literasi hukum dan pendidikan juga membantu memperkuat
identitas dan kesadaran kolektif masyarakat. Penelitian Setiawan (2021)
menunjukkan bahwa pendidikan yang baik mampu membangun kesadaran kolektif
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dan memperkuat solidaritas sosial dalam komunitas pedesaan. Hal ini sangat
penting dalam menciptakan rasa kebersamaan dan gotong royong yang menjadi
kekuatan utama bagi masyarakat desa dalam mengatasi berbagai tantangan dan
memajukan kesejahteraan bersama.
Kesimpulan

Peningkatan kesadaran hukum dan literasi pendidikan di Dusun Kereak, Desa
Pandan Indah, merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas hidup
masyarakat. Dengan memahami tantangan yang ada serta menerapkan strategi yang
tepat, masyarakat dapat lebih sadar akan hak dan kewajibannya, serta mampu
meningkatkan taraf hidupnya melalui pendidikan yang lebih baik. Kolaborasi antara
pemerintah, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mencapai
tujuan tersebut.
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